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Pada hari ini Kamls, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober tahun Dua
Ribu Dua hrluh Satu 128-LO-2O2tl, bertempat di Jakarta, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:
1. IIIUIIAMMAIt LUIFI, selakrr Menteri Perdagangan Repubiik Indonesia,

berdasarkan keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2O2O tentang
Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia
Maju Periode Tahun 2Ol9-2O24, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nalna Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di
Jalan h{.i Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat 1S1lG, untuk selanjutny-a
disebut sebagai "PIIIAI{ PERTAMA'.

2. H. HAMDAN, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
8.rr/3/2269 tanggal 23 Juli 2ol9 tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar masa jabatan tahun 2OI9 -
2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar, berkedudukan di Jalan H. M. yasin Limpo
No. 36 Romangpolong Kab. Gowa, untuk selanjutnya disebut sebagai
"PIIIAI( KEDUA'.
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PIIIAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya seca-ra bersama-
sama disebut sebagai "PARA PIHAK', dengan ini terlebih dahulu
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan kementerian yang mempunyai
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;

b. bahwa PIHAK XTDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang
menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyara-kat
berkedudukan di Gowa; dan

c. bahwa PARA PIHAK akan melakukan ke{a sama terkait
Penyelenggaraan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk
men)rusun, menandatangani, dan melaksalakan Kesepakatan Bersama
tentang Penyelenggaraan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,
dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAI{SUD DAN TUWAN

Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar kerjasama bagi
PIIRA PIHAX sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
a. membentuk jejaring ke{a di bidang yang berkaitan dengan

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;

b. meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengembangan di bidang
yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan

c. mendorong pengembangan dan penelitian di bidang yang berkaitan
dengan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang dapat
diterapkan dan bermanfaat bagi masyarakat.

PASAL 2

RUAIIG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
(1) pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung

pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;

(2) pengembangan organisasi dan sumber daya manusia di bidang yang
berkaitan dengan Periindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan

(3) hal lain yang disepakati oleh PARA PIIIAK yang sesuai dengan tugas
pokok, fungsi, kewenangan, serta ketentuan peraturan perundang-
undangan.



PASAL 3

PELAI(SANAAN

( 1) Ketentuan lebih lanjut dan teknis pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini
akan diatur lebih la-njut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Pe{anjian
Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali paling lambat
30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini'

PASAL 4

JANGKAWAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka wa-ktu 3 (tiga) tahun
sejak tangga-l ditandatangani oleh PARA PIIIAK.

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai
dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan
Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis kepada pihal< lainnya selambat-
lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan
Bersama ini berakhir atau akan diakhiri.

(4) Dafam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang atau diakhiri
sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menghapuskan tugas
dan tanggung jawab PARA PIHAI( yang harus diselesaikan terlebih
dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5

PEMBIAYIIAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan
Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

PASAL 6
PETYELESAIAIV PERSELISIHAN

Dalam hal te{adi perbedaaa penafsiran, pendapat, dan/atau perselisihan
yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini,
P/IRA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
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PASAL 7

PEJITBAT PENGHUBI'ilC DIIN KORESPONDEI{SI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat
korespondensi dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini
melalui sebagai berikut:

a.PIHAK PERTAMA

Pej abat

Alamat

No. Telp

E-Mail

b.PIHAK XTDUA

Pejabat

Alamat

No. TeIp

E-Mail

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan
Tertib Niaga

Kementerian Perdagangan
Jl. M.I. Ridwan Rais No.S Jakarta 10110

02 1-3858187, 02l-3451692, 385817 1, Ext. 1225
j ejarinpk@kemendag. go.id

Rektor UIN Alauddin Mal<assar

Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Gowa

04lt-a4la79
ke{ asama@uin-alauddin.ac.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (l), pihak yang melakukan perubahan tersebut wajib
memberitahukal kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari
kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum
diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap
menggunakan alamat korepondensi sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1).

PASAL 8

lWO I|''TORING DAIT EVALUASI

(1) PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Kesepakatan Bersama ini paling sedikit I (satu) kali dalam 12 (dua
belas) bulan.

(2) Hasil monitoing dan evaluasi ss$agaimana dimaksud pada ayat (1) akan
dipergunakan sebagai bahan masukan untuk perencanaan program
selanjutnya.



PASAL 9

HAK ATAS KEKAYAAI| II{TELEKTUAL

Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal berkaitan
dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, PARA PIHAK sepakat untuk
mengatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

PASAL 1(,

PEI{UTUP

(1) Setiap perubahan maupun hal-hal lain yang belum diatur dalam
Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis atas dasar
kesepakatan PARA PIIIAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAI(
pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2
(dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan
hukum y€rng sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA
PIHAK, masing-masing I (satu) rangkap disampaikan kepada PARA
PIHAX untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


